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ABSTRAK

RIQVY VIRNASYAH, Tinjauan Fighi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan
Pembelian Secara Leasing Di PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare. (di
bimbing oleh Bapak Zainal Said dan Bapak Suarning)

Salah satu cabang PT. Clipan Finance Indonesia di Kota Parepare beralamat
di Jalan Bau Massepe No 21 B,Kelurahan Cappa Galung,Kec Bacukiki Barat,
Sulawesi Selatan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pembiayaan sewa guna
usaha (leasing) kepada perusahaan. Pengertian leasing atau sewa guna usaha secara
umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah).
Pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan
imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui sistem pelaksanaan jaminan jual beli di PT. Clipan Finance
Indonesia Cabang Parepare dan untuk mengetahui Tinjauan fighi Muamalah dalam
sistem penjaminan di PT. Clipan Indonesia Cabang parepare

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research metode kualitatif
yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara
terhadap karyawan yang bertugas sebagai Problem Account Officer(PAO) PT. Clipan
Finance cabang pareparesebagai data primer, dan buku-buku, skripsi, jurnal sebagai
data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian
data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan jaminan pada PT.
Clipan Finance cabang Parepare memiliki beberapa tahap vyaitu:1) Tahap
Permohonan, 2) Tahap Pengecekan, 3) tahap Audit, 4) Tahap Penilaian konsumen, 5)
Permohonan Pembiayaan, 6) Marketing Departemen Store, 7) tahap Pemesanan
Baran Modal. Tinjauan fighi muamalah dalam sistem penjaminan di PT. Clipan
Indonsia Cabang Parepare sudah dikatakan baik karena dilihat dari konsep muamalah
bentuk penerapan jaminan yang digunakan termasuk kategori jaminan yang
diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dibenarkan dengan adanya penjelasan
beberapa hukum bentuk jaminan yang dipakai baik terdapat dalam Al-Quran maupun
Hadits.

Kata Kunci : PT Clipan Finance, Sistem pembelian leasing dan Figih Muamalah.
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PEDOMAN LITERASI
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf.Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

i Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa § es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
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0 Ra R Er

B Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye

o= Sad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)

L Za z zet (dengan titik di bawah)
& “ain koma terbalik (di atas)

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qaf Q Ki

& Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

8 Nun N En

3 Wau w We

2 Ha H Ha

e Hamzah ‘ Apostrof

5 Ya Y Ye
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B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
O Fathah A A

O Kasrah I I

0 Dammah U U

b. Vocal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
o Fathahdan ya Ai adanu
. Fathah dan wau | Au adanu
Contoh:
- &X kataba
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- J= falala

- & guila

- &€ kaifa

- J»  haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

berupa harakat dan huruf,

Huruf Arab | Nama Huruf Nama
Latin
s Fathah dan alif atau ya | A a dan garis di atas
S Kasrah dan ya I i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- qala

- ) rama
- 8 gila
- U%  yaqilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutahhidup

Ta’ marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.
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2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- Jak¥ 4y, raudah al-atfal/raudahtul atfal
- 555wl &8l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- Al talhah
E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- U3  nazzala
- 50 al-birr
F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu JI,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

- 035 ar-rajulu

- A& al-galamu

- (walll asy-syamsu

P&l al-jalalu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Sementara hamzah yang terletak di

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

£
@

- 4B ta’khuzu
- {25 syai’un
- 3 an-nau’u
-4 inna
H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
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dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- G A sehal & Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
- B 5B Daa A aly Bismillahi majreha wa mursaha

. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia
merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama
lain dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Salah satu aktivitas manusia yang
lazim dilakukan adalah interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi
manusia untuk memenuhi peran kita sebagai makhluk sosial, dari dulu hingga
sekarang, adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Kita, termasuk jual beli.
Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diatur dalam syariat Islam karena
mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Penting sekali untuk membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan jual
beli. Sebab, merupakan evolusi dari jual beli dengan cara tradisional, awalnya
sistem barter, uang sebagai alat tukar, pasar tradisional, pasar modern, dan pasar
perdagangan online. Saat ini sedang berkembang menjadi tren yang matang.
Hubungan antara hak dan kewajiban diatur dengan asas hukum yang bertujuan
untuk menghindari konflik antar kepentingan yang berbeda.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara hak dan
kewajiban dalam Kkehidupan bermasyarakat disebut muamalah.’ Islam
memberlakukan aturan dan syarat-syarat jual beli, mulai dari akad, obyek jual beli,

akad (sigat), dan nilai tukar barang.?

' Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta : Ull Press, 2004), h.
1.
2 Rachmat Syafe“i, Figih Muamalah (Bandung: CV Putra Setia, 2001), h. 16



Ajaran Islam tentang muammarah bukanlah ajaran yang kaku dan dibatasi
secara sempit, melainkan ajaran yang fleksibel dan tangguh yang mampu
mengakomodasi berbagai perkembangan perdagangan modern, sepanjang tidak
bertentangan dengan teks Sunnah Al-Qur’an.® Evolusi Spesies Bentuk Muamara yang
dilakukan oleh manusia dari masa lalu hingga sejalan dengan kebutuhan umat
manusia dan perkembangan pengetahuan manusia. Berdasarkan hal tersebut,
diusulkan bahwa kelompok etnis yang berbeda dan jenis Muamara dan yang berbeda
bentuk intinya dari Muamara. Merupakan interaksi sosial yang saling menguntungkan
untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Dengan pesatnya penyebaran ekonomi Islam di komunitas, Figih Muammara
menjadi sumber yang berkelanjutan. Dengan semakin majunya teknologi, praktek jual
beli banyak mengalami perkembangan dalam bentuk transaksinya. Penjualan dengan
pembayaran tunai dan kredit merupakan contoh nyata berkembangnya transaksi jual
beli yang dilakukan secara besar-besaran oleh usaha kecil dan makro.*

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia,
muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting
peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan
mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan
orang lain.

Persoalan Muamalah tidak lepas dari transaksi (akad). Sebab, dalam akad ini
kedua belah pihak terikat secara hukum (bersama-sama) kepada Muamala. Muamalah

sebenarnya terbagi menjadi lima jenis.

3 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 5
* M. Yazid Afandi, Figih Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 1.



1) Akad mu’awadah, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal
balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya akad al-bay* (jual
beli), ijarah (sewa-menyewa dan upah-mengupah), dan lain sebagainya.

2) Akad tabarru®, yaitu setiap akad yang mencakup derma (pemberian) satu
pihak tanpa ada pengganti. Misalnya hibah, sedekah, dan wasiat.

3) Akad irfag, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau
menolong, tidak ada tukar-menukar. Misalnya: qiradh (utang), ariyah
(pinjaman), dan lain sebagainya.

4) Akad tausiqg, yaitu setiap akad yang tujuannya menguatkan
atau mengkokohkan hak. Misalnya: rahn (gadai), zamn atau kafalah
(tanggungan), dan nikah.

5) Akad amanah, yaitu setiap akad yang dasarnya atas kepercayaan. Misalnya
wadiah (titipan).

Salah satu bentuk muamala yang dibahas dalam permasalahan ini adalah jual
beli. Agar Muamara dapat berbuat halal dan sikap serta perbuatannya jauh dari
penyimpangan yang haram, maka perlu diketahui pengertian, dalil hukum dan syarat
syarat pokoknya. Buyu' berasal dari kata ba'ahu (menjualnya). Mashdarnya Bey Atan
dan Mabi An. Kata benda mafulnya adalah "mabu" atau "mabi" (sesuatu yang dijual).
Al-Baya artinya barang. Ibta'tuhu artinya menawarkan untuk menjualnya. Ibtaaaf
artinya saya membelinya.’

Pengertian jual beli (al-ba'y) ditinjau dari segi teknis (istilah) telah
dikemukakan oleh para ulama. Dengan kata lain menurut ulama H.anafiyah, jual beli

adalah kepemilikan harta. Silakan tukar dengan properti lain yang teridentifikasi di

> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Figh Mu“amalah dalam
Pandangan
Empat Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1



Jalan . Menurut Pak Malikiya, jual beli itu adalah akad saling tukar, tidak ada untung,
tidak ada kesenangan, ada saling perundingan, salah satu penukaran tidak termasuk
emas dan perak, barang aman, Bukan bentuk dan substansi. Menurut Sya fi'iyah, jual
beli adalah suatu akad pertukaran timbal balik yang bertujuan untuk mengalihkan
kepemilikan suatu barang dan manfaat kekalnya. Sedangkan menurut Allah, jual beli
adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan.
Dari pengertian ilmuwan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penjualan adalah
“pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dengan tujuan untuk
mengalihkan kepemilikan”.6

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli berkembang pesat sehingga
melahirkan berbagai terobosan dan variasi metode yang dapat dilakukan oleh
produsen dan konsumen. Saat ini, jual beli dengan pembiayaan dari lembaga
keuangan dan perusahaan leasing merupakan salah satu transaksi yang paling marak.

Leasing berarti menyewakan dalam bahasa Inggris dan secara umum berarti
meminjamkan. Namun definisi ini sering disalahpahami dan dapat menimbulkan
kebingungan dengan istilah lain yang memiliki arti yang sama, seperti sewa. Sewa
pada dasarnya berbeda dengan sewa, walaupun maknanya sama. Sewa berbeda
dengan perjanjian sewa biasa. Misalnya, sewa memiliki struktur yang sama. Salah
satu pihak, yaitu lessee, menggunakan properti lessor dengan imbalan pembayaran
berkala.Namun tidak demikian halnya dengan kontrak sewa, tetapi dengan sewa,
tujuan dan isi kontrak ditentukan. Subyek dan obyeknya tidak tetap, subyeknya bisa
perorangan atau perusahaan. Syarat-syarat yang tercakup dalam perjanjian sewa-

menyewa diatur dengan peraturan dan mencakup barang-barang modal perusahaan,
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seperti mobil, sepeda motor, dan traktor. Perjanjian sewa memuat hak opsi yang
tersedia bagi penyewa.’

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing.
Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan
untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di
sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti
peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat
diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian leasing atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara
lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah). Pihak lessor menyediakan
barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk
jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai Keputusan
Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi
(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk
digunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara
berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna
usaha lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek
sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease
tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Dewasa ini telah sangat pesat terjadi pembiayaan kredit motor oleh banyak
lembaga pembiayaan leasing di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang

menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan leasing sangat menarik minat dan

7 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 93-94



menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya
pembiayaan leasing diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif,
dan pada kenyataanya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum
mampu untuk melakukan kredit motor dan masih banyak hal yang lebih penting dari
keinginan pembiayaan kredit motor dari perusahaan leasing tersebut.®

Berawal dari akar masalah di atas, terjadi banyak penyimpangan-
penyimpangan praktek pada transaksi ini, salah satunya yaitu pengalihan pembayaran
yang objek atau barangnya yaitu motor yang sedang dalam proses kredit belum
sampai lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau pembeli kedua dengan
dilanjutkannya pembayaran kredit motor tersebut.

Dari fakta dan masalah di atas, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dan
prakteknya di lapangan yaitu antara lain: Pertama, permasalahan muncul ketika
objek/barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang belum menjadi
kepemilikan penuh oleh penjual. Karena transaksi jual beli ini terjadi ketika objeknya
masih dalam proses kredit dan masih belum lunas. Salah satu contoh praktek
transaksi ini terjadi di kelurahan lompe kota parepare, yaitu penjualan atau
pengalihan pembayaran motor yang masih dalam proses kredit dari pembeli pertama
atas nama bahar yang bertempat tinggal di Desa lompoe kota parepare kepada abbas
selaku pembeli kedua yang bertempat tinggal di Desa lompoe juga.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sistem pelaksanaan jaminan jual beli di PT. Clipan Finance

Indonesia Cabang Parepare ?

8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2001), 241.



2. Bagaimana Tinjauan fighi Muamalah dalam sistem penjaminan di PT.

Clipan Indonesia Cabang parepare ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui sistem jual beli di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang

Parepare.

2. Untuk mengetahui tinjauan Figih Muamalah dalam sistem penjaminan di PT.

Clipan Finance Indonesia cabang Parepare.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya
yang relevan dengan judul penelitian, dan menjadi salah satu referensi
untukmemperoleh informasi maupun referensi bagi perpustakaan Syariah
dan Hukum Islam.
2. Secara Praktis
Ada beberapa keuntungan dari penelitian ini yang akan dilaksanakan
oleh sebagai berikut :

a) Bagi Penulis: Penelitian ini salah satu tugas akhir yang merupakan syarat
untuk memperoleh gelar S.H pada Program Studi Muamalah, Fakultas
Syariah dan Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin
menggali lebih dalam “Tinjauan Fighi Muamalah Terhadap Sistem
Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia
Cabang Parepare.

b) Bagi PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare: Penulis berharap

agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang



bisa dimanfaatkan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare dan
dapat memberikan masukan terkait keuntungan dan manfaat dalam
menggunakan jasa PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare

c) Bagi Masyarakat: Diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya
masyarakat lebih paham terkait dengan Tinjauan Fighi Muamalah
terhadap system penjaminan pembelian secara leasing.

d) Bagi Mahasiswa: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
manfaat bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya Fakultas Syariah dan
Hukum Islam serta menjadi sumber informasi yang relevan dengan materi
Tinjauan Fighi Muamalah terhadap system penjaminan pembelian secara

leasing.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan

Indah Dwi Astuti, Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan
Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan PresidenNomor 9 Tahun 2009 Tentang
Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta, Universitas
Sebelas Maret Surakarta, 2010.°

Skripsi ini membahas tentang tata cara perjanjian pembiayaan dengan jaminan
perwalian yaitu wanprestasi debitur dan pengalihan jaminan pihak ketiga tanpa
sepengetahuan kreditur serta kendala yang timbul dalam proses pelaksanaan
perjanjian pembiayaan dengan jaminan perwalian di PT. Perusahaan kredit Astra
Surakarta.

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada bahasan pendanaan, lokasi, mitra,
dan pembahasan yang diteliti. Jika dalam kajian Indah Dwi Asturi, subyek pendanaan
dipelajari dalam kaitannya dengan pengaturan sponsorship multiguna dimana
subyeknya adalah mobil PT. Perusahaan kredit Astra Surakarta dengan jaminan
berupa jaminan fidusia, serta dalam penelitian lebih dipusatkan pada hambatan
pelaksanaan pengaturan karena kekurangan dana menurut undang-undang. Sementara
itu, penelitian ini lebih fokus pada figih muamalah terhadap sistem penjaminan

pembelian secara leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.

° Indah Dwi Astuti, “Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan
Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companis Surakarta”, Skripsi, (Surakarta : Universitas
Sebelas MaretSurakarta,2010)
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Rahmi Aulia Fitria, Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing
Konvensional Dan Syariah Pada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal
International Finance (FIF) Di Kota Gresik, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2013.%°

Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan pembiayaan konvensional
dan syariah serta persamaan dan perbedaanya dalam penerapan pembiayaan leasing
antar kedua produk tersebut yang diambil di lembaga pengkreditan motot honda
Federal International Finance (FIF) di Gresik. Adapun persamaan dan perbedaan
antara keduanya, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauwan figih
muamalah terhadap system penjaminan pembelian secara leasing di PT. Clipan
Finance Indonesia Cabang Parepare. Ditinjau dari kesamaannya, penelitian ini
memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diulas, secara khusus semuanya
membahas objek formal dalam kegiatan leasing pada lembaga kredit konsumen.

Chaidir, Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal
International Fianance (FIF) Syariah Di Yogyakarta, UIN SunanKalijaga Yogyakarta,
2007."

Perbedaannya terletak pada tujuan sponsorship, partner dankajian. Jika dalam
kajian Chaidir objek kajiannya adalah suatu bentuk pembiayaan di bidang kendaraan
roda dua yang bekerjasama dengan perusahaan Astra dan pembahasan yang dikaji
menyangkut penetapan penambahan jangka waktu kredit dan gagal bayar, maka

dalam kajian ini lebih penting untuk fokus memastikan praktik yang digunakan dalam

0 Rahmi Aulia Fitria, Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional
Dan SyariahPada Lembaga Pengkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF)
Di Kota Gresik” Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2013).

" Chaidir, Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Di PT. Federal
International Fianance ( FIF) Syariah Di Yogyakarta, Skripsi, (Ypgyakarta : Universitas
Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)
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peminjaman pembelian secara leasing. Dari segi kesamaan, penelitian ini memiliki
keterkaitan dengan penelitian saat ini, khususnya yang membahas obyek formal
dalam kegiatan leasing pada lembaga kredit konsumen.
B. Tinjauan Teori

1. Teori Penjaminan

Penjaminan adalah cara alternatif bagi lembaga keuangan, atau lembaga
keuangan pada umumnya, untuk menjamin pinjaman dalam praktik keuangan.
Kreditur memberikan beberapa opsi kepada debiturnya untuk mengamankan
tagihannya, antara lain dengan memberikan surat utang sesuai dengan Kketentuan
dalam kontrak. Bentuk jaminan terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaminan umum dan
jaminan khusus. Dalam praktik kredit, jaminan umum dari pemberi pinjaman
seringkali tidak begitu aman. Itulah sebabnya kreditor tertentu terkadang memberikan
jaminan khusus kepada debiturnya, sesuai dengan undang-undang.

Jaminan umum meliputi semua kekayaan dan surat berharga debitur yang
berhubungan dengan kepentingan kreditur. Meskipun jaminan terpisah dibagi
menjadi dua wilayah yaitu distribusinya jaminan materi dan pribadi. Secara umum
jaminan perorangan terbagi menjadi tiga bidang, yaitu personal (perorangan
Guarantee), artinya penjaminnya adalah orang perseorangan, badan hukum (corporate
guarantee) adalah perusahaan dan Bank Garansi, artinya bank sebagai penjaminnya.*?

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan yang dihasilkan dari
suatu perjanjian antara kreditur dan debitur dengan pihak ketiga yang menjadi
penjamin kewajiban debitur atau kreditur.** Dalam suatu jaminan pribadi (personal

guarantee), pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung atau penanggung suatu

'2 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, h. 35
'3 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, h.123
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utang menitipkan barang-barang tertentu bukan sebagai jaminan utang debitur,
melainkan hanya sebagai tanda kesanggupan untuk menjamin utang kepada debitur
dalam pelaksanaan perikatan. kewajiban debitur dengan syarat dan waktu yang telah
disepakati.

Berkaitan dengan bentuk jaminan yang dipakai pada leasing menurut
Munir Fuady dalam pembagiannya dibagi menjadi 3 kategori:

1) Jaminan Utama

Demikian pula dalam pemberian pinjaman bank, jaminan utama yang
diterapkan dalam pembiayaan leasing adalah berupa kepercayaan, yaitu kepercayaan
lessor bahwa lessee memiliki kemampuan untuk membayar pembayaran angsuran
yang telah disepakati.

2) Jaminan Pokok

Jaminan utama dalam persewaan itu sendiri berupa alat-alat produksi.
Kepemilikan alat-alat produksi dalam sewa pembiayaan diketahui timbul ketika
kepemilikan alat-alat produksi tidak dialihkan dan tetap menjadi milik lessor,
sebelum opsi dilakukan oleh lessee. Dengan demikian, bila pemberi sewa
menemukan dirinya dalam keadaan genting yang disebabkan oleh penyewa, maka
pemberi sewa berhak menerima kembali alat-alat produksi di tangan penyewa,
sekalipun gadai alat-alat produksi itu masih dianggap genting untuk menjamin status
penyewa. Ada beberapa hal yang bisa terjadi, baik dari segi kemungkinan terjadinya
kecelakaan tertentu pada peralatan modal seperti kebakaran, kerusakan dan lainnya,
kurangnya niat baik penyewa, kegagalan atau ketidakaktifan berikutnyaTindakan
kooperatif penyewa dalam pembayaran menciptakan kebutuhan akan keamanan

tambahan dalam transaksi sewa.
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3) Jaminan Tambahan

Adanya jaminan utama belum dianggap cukup aman bagi lessor dalam
menghadapi pembiayaan leasing, oleh karena itu diperlukan jaminan tambahan untuk
mengurangi resiko posisi tersebut, terutama dengan menggunakan jaminan tambahan
berupa jaminan seperti trust yang diterapkan oleh ASTRA Universal dalam
penjaminan sponsorship maupun jaminan pribadi seperti jaminan pribadi, jaminan

perusahaan atau has dapat berupa bank garansi.*

2. Teori Leasing

Leasing merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata leasing
yang berarti sewa. Oleh karena itu, persewaan merupakan bentuk turunan dari
persewaan, yang kemudian berkembang dalam kehidupan komersial dalam bentuk
persewaan dalam bentuk khusus yang disebut sewa.’® Secara umum, konsep
persewaan adalah pembiayaan modal kerja, yaitu H. Pembiayaan barang atau modal
yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses produksi
perusahaan.’® Sri Suyatmi dan J Sadiartio mendefinisikan leasing sebagai usaha yang
menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan aset modal, baik sewa
pembiayaan maupun sewa operasi yang disewa oleh penyewa komersial untuk jangka
waktu tertentu dengan dasar pembayaran secara teratur.” Definisi kedua Munir

Fuady mendefinisikan financial leasing sebagai model keuangan yang memberikan

" Didik Hijrianto, “Pelaksanaa Akad ljarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank
Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, Tesis MA, ( Semarang : Universitas Diponegoro
Semarang), 2010, h.70

> Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, h.7

'® Abduul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan, h. 145

"7 Sri Suyatmi Dan J Sudiarto, Problematika Leasing Di Indonesia, (Jakarta : Arikha
Media Cipta,1992), h.8-9
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kesempatan kepada lessor untuk memperoleh barang pada akhir masa kontrak
sehingga jumlah harga sewa dan hak opsi dapat menutupi harga barang dan
keuntungan yang diharapkan dari lessor serta memiliki perspektif yang relatif
panjang.*®

Sebaliknya, dalam 8 1 Peraturan Leasing, Keputusan No. 32/MSK/2/1974 dan
No. 30/KPB/1/1974 tanggal 7 Februari 1974, yang dikeluarkan oleh tiga menteri,
yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, definisi
sewa mendefinisikan hak untuk menyewakan modal melalui perusahaan leasing,
sebagai hak untuk menyewa untuk membeli dengan penawaran . barang dalam jangka
waktu tertentu. untuk disewakan atau untuk benar-benar memperpanjang masa sewa
berdasarkan nilai sisa yang disepakati.™

Selain itu sewa guna usaha atau disebut leasing berdasarkan Keputusan
menteri  Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mendefinisikan leasing sebagai
kegiatan pembiayaan dalam bentuk hak opsi (finance lease) ataupun tanpa hak opsi
(operating lease).?°

a. Perjanjian Leasing

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya dengan orang lain Subjek mendefinisikan perjanjian, yaitu suatu
peristiwa di mana dua orang berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu

untuk memenuhinya.?

'8 23Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, h. 17

" Nur Widiatmo “Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional”, Jurnal
Kompilasi Bidang Hukum Di bidang Leasing, 18, (2011), h. 8

20 Budi Rahmat, Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance)
Indonesia Perspektif, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 58

21 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung : PT. Alumni,
1986), h.3
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Sewa adalah kontrak informal yang ada di lembaga keuangan untuk perusahaan
dan berbeda dari sewa umum lainnya. Namun, dasar hukum persewaan sama dengan
hukum perdata, yaitu H. mereka mengikuti prinsip kebebasan kontrak. Sepanjang
ketentuan sewa sesuai dengan ketentuan hukum, ketentuan penugasan menurut KUH
Perdata Jerman berlaku untuk kontrak sewa. Perbedaannya dapat dilihat pada hak
opsi yang terdapat dalam sewa dibandingkan dengan sewa lainnya. Jika hak opsi
fungsi leasing digunakan dan diberikan kepada lessor pada akhir masa kontrak untuk
membeli fasilitas produksi atau tetap menggunakan objek leasing. Hak opsi biasanya
tidak diperlukan untuk leasing.

Mengenai beberapa pihak yang terdapat dalam kinerja Leasing untuk
menghubungkan kepentigannya terdapat berbagai variasi para pihak yang terlibat
dalam kegiatan tersebut yaitu:

1. Lessor
Lessor sebagai perusahaan yang memberikan pembiayaan dan selaku
pihak yang memliki hak kepemilikan atas barang modal secara hokum

2. Lesse
Lesse adalah perusahaan atau pihak penyewa yang membutuhkan barang
modal dari pembiayaan Lessor.

3. Vendor atau Leverensir
Yaitu pihak yang menyediaka kebutuhan barang modal yang telah dibeli
oleh Lessor guna kepentingan pihak Lesse. Namun ada juga perusahaan
yang tidak melibatkan suppliner hanya menggunakan hubungan bilateral
antara pihak Lesse dan Lessor seperti bentuk sale

4. Asuransi
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Dimana perusahaan yangmenanggung resiko jika terjadi terhadap apa
yang diperjanjikan pihak Lessor dengan lesse. Dalam hal in pihak lesse
dikennakan biaya asuransi jika terjadi sesuatu pihak perusahaan
bertanggung jawab menanggung resiko sesuai kesepakatan barang yag
menjadi objek leasing.?

b. Perbedaan Perjanjian Leasing Dengan Perjanjian Lainnya

Berkaitan dengan bentuk perjanjian leasing dengan bentuk perjanjian-perjanjian
lainnya sebenarnya memiliki kemiripan akan tetapi terdapat beberapa perbedaan
didalamnya diantaranya sebagai berikut:

a) Perjanjian pada Loan (pinjam uang)

Pinjaman Loan adalah pembiayaan yang dipegang oleh bank sementara sewa
dipegang oleh perusahaan pembiayaan. Juga, ketentuan KUH Perdata dan undang-
undang perbankan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman tidak berlaku
untuk sewa. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari tujuan dan fungsi keduanya,
karena dari segi tujuan keuangan, tujuan pinjaman dalam kegiatan keuangannya
adalah untuk memperoleh pembiayaan, sedangkan tujuan leasing adalah untuk
menyewakan barang modal. Oleh karena itu, leasing disebut sebagai pembiayaan
berbasis aset.

b) Perjanjian sewa menyewa

Penyewaan hak sewa, juga dikenal sebagai usufructuary, adalah bentuk
pembangunan menyewa Perbedaan antara keduanya ada dalam beberapa hal, seperti
lamanya sewa subjek masa sewa bukanlah subjek utama kontrak, tidak seperti masa

sewa, yang merupakan bagian utama dari masa manfaat barang modal. Dilihat dari

22 Munir fuady, Hukum Tentang Pembiayaan dala Teori dan Praktik. H. 7.



17

objek yang disewakan, objek yang disewakan bisa dalam bentuk apapun, berbeda
dengan sewa, bentuk objeknya terbatas pada barang modal yang habis pakai. Ketika
leasing mensyaratkan lessor untuk berbentuk perusahaan keuangan, hal ini berbeda
dengan leasing dimana tidak ada batasan khusus pada bentuk leasing.

C) Perjanjian jual beli

Diketahui bahwa dalam transaksi leasing, lessor adalah pihak yang
menyediakan dana, sedangkan lessee adalah pihak yang menerima dana dari lessor.
Jika Anda melihat kesamaan dalam distribusi beli dengan leasing (selain operating
fainance) yang pada akhirnya, kepemilikan barang modal beralih ke penyewa begitu
opsi dilaksanakan. Namun, pada dasarnya, transfer legal kepemilikan dalam
pembelian dan penjualan terjadi setelah pengungkitan, sedangkan dalam leasing, ini
hanya terjadi setelah opsi dilaksanakan pada pihak penyewa.?

d) Perjanjian sewa beli

Pembelian sebagian adalah pembelian dan penjualan barang dimana penjual
menjual barang dengan memperhitungkan pembayaran yang dilakukan oleh masing-
masing pembeli, yang meliputi pengembalian uang dari harga barang yang
diperjanjikan.

Kontrak ini sangat mirip dengan sewa (dengan pengecualian sewa operasi),
keduanya terlihat sama tetapi pada dasarnya berbeda. Perbedaan antara jual beli dan
jual beli pengiriman uang sangat berbeda. Perbedaannya terletak pada proses
pemindahan kepemilikan. Jika pembelian sewa dilakukan setelah semua pembayaran

dilakukan, maka pembelian dan penjualan suku cadang itu penting levering sudah

2 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, h. 25
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bisa beralih pada saat transaksi berlangsung meskipun pihak lesse belum membayar
secara keseluruhan.?
c. Jenis dan cara leasing

Dalam pendistribusiannya, jenis leasing dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
operational leasing (ordinary leasing) dan financial leasing (financial leasing) beserta
penjelasannya:

a) Operational Lease (sewa menyewa biasa)

Adalah pihak yang membiayai barang modal, dimana lessor membeli barang
yang tunduk pada sewa dan kemudian menyewakannya kepada penyewa untuk
jangka waktu tertentu dengan sewa atau angsuran, tidak termasuk harga barang dan
biaya yang dikeluarkan oleh pihak tersebut lessor.® Tujuan pemberian pembiayaan
ini adalah menjual barang modal setelah masa sewa berakhir.

Penyewa jelas tidak berhak atas nilai sisa atau hak opsi. Ketika masa sewa telah
habis, dimungkinkan kepada lessor (yang menyewa). masuk ke dalam kontrak dengan
penyewa baru (penyewa), dari siapa pemilik mengharapkan keuntungan. Lessor
bertanggung jawab untuk memelihara properti yang disewakan.?® Oleh karena itu
diperlukan keahlian khusus untuk pemeliharaan dan pemasaran ulang barang modal
sewaan.

b) Fianance Lease (pembiayaan konsumen)

Dalam membeli barang modal, pemberi sewa dapat memutuskan jenis dan

spesifikasi barang yang dibutuhkan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan

penggunaan barang tersebut. Dalam hal kepemilikan, lessor menjadi pemilik sah

24 Achmad Anwari, Leasing Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987),h. 18-19

25 Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing, (Jakarta Timur: Ghalia Indah, 1990), h. 22

26 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
h.102
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barang.”” Lessor dengan demikian membeli barang modal dari pemasok sesuai
dengan kebutuhan lessor dan kemudian mentransfernya ke lessor dengan pembayaran
oleh lessee dari sewa yang sesuai di bawah kontrak untuk jangka waktu tertentu
(harga sewa termasuk harga dan bunga serta keuntungan dari pemilik).

Pada akhir masa sewa, lessor memberikan opsi kepada lessee untuk membeli
properti berdasarkan nilai sisa atau mengembalikan properti tersebut kepada lessor
atau menyimpulkan kontrak lain untuk barang yang sama. Biaya pemeliharaan dan
risiko keuangan serta biaya lain dari pembiayaan ini menjadi tanggung jawab
Lassen.?

d. Kekurangan dan Kelebihan Memakai Leasing

Dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lain, keuntungan leasing dalam
transaksi pembayaran dengan metode kredit bank, selain penggunaan pembiayaan
dalam jumlah besar melalui leasing, sebenarnya menawarkan banyak keuntungan,
terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Berikut keuntungan menggunakan
leasing:

a) Fleksibilitas

Ini merupakan bagian integral dari leasing dan mengacu pada persyaratan
kontrak, agunan, dokumentasi, hak opsi, dan aktivitas lain yang terkait dengan proses
leasing.

b) Ongkos relatif murah
Dibandingkan dengan praktik keuangan lainnya, leasing sedikit lebih sederhana

dan tidak membutuhkan uang yang relatif besar. Bila biasanya biaya tersebut

7 Taufik Effendy, Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya, Jurnal Al-
Adl, Vol VIl No.13 Januari-Juni, 2015, h.66
28 Sumadi, Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,
“Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam” Vol 4 No.2, Juli 2018, h. 129
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digabungkan dalam satu paket, antara lain biaya konsultasi, pembelian dan
pemasangan barang, asuransi, dan lain-lain.

c) Penghematan pajak untuk membuat pembayaran pajak lebih efisien saat
menghitung pajak sewa.”

d) Tidak complicated Perjanjian yang sederhana dan tidak rumit, seperti B.
Pembiayaan pinjaman bank, membuat lessor lebih puas dalam menggunakan
sewa, karena perusahaan leasing tidak harus memenuhi kewajiban yang dibuat
oleh bank dalam aktivitas keuangannya.

e) Memberi kelonggaran kriteria bagi pihak lesse Dengan pemberian sewa, posisi
lessor cukup terjamin. Jika lessor tidak membayar atau menggunakan opsinya,
peralatan modal masih dapat dijual kembali dengan harga yang tidak kurang
dari utang lessor. Hal ini memungkinkan penyewa atau perusahaan menengah
untuk mendapatkan jalur kredit di luar bisnis perbankan.

f) Pemutusan kontrak secara sepihak Seringkali dapat diamati bahwa dalam
praktik leasing, kontrak diakhiri secara sepihak. Selain menyediakan layanan
leasing yang sederhana tersebut, lessor terkadang melakukan tindakan yang
dapat merugikan lessor, seperti mengangkut barang modal setiap saat. Waktu
sebelum langkah-langkah ini berdampak negatif pada pemiliknya. Oleh karena
itu, untuk menutupi kerugian, lessor biasanya menjual barang modal dengan
harga lebih murah dapat menutupi kerugian tersebut bahkan terkadang harga
barang modal bisa melampui jumlah nilai sisa lease.Namun, ada beberapa jenis

barang modal yang tidak mudah dijual, seperti barang modal jenis mesin. Jenis

2 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, h. 27-28
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barang modal ini tidak mudah diperjualbelikan sehingga untuk dijual kembali
memerlukan keahlian khusus.

g) Pembukuan lebih mudah, ini merupakan keuntungan bagi lessor atau
perusahaan karena leasing dapat dimasukkan dalam off-balance sheet financing,
yang membuat akuntansi terlihat lebih baik.*

Adapun berikut beberapa kekurang yang terdapat pada pembiayaan leasing
diantaranya:
1) Pemberian bunga relatif tinggi
Mengingat lessor juga menerima pembiayaan sewa melalui bank, maka lessor
pada hakekatnya hanyalah pihak yang mentransfer dana dan lessor menerima bunga
dari transaksi atau margin keuntungan dari perhitungan bunga persewaan.
2) Biaya marginal tinggi
Ini bisa terjadi jika pemilik tidak secara akurat menyoroti ketepatan waktu
aktivitas persewaan. Tentu saja, selain menawarkan pilihan pembiayaan yang mudah,
prosesnya tidak instan dan melibatkan biaya tertentu. Seperti leasing, keberadaan
lessor sebagai saluran keuangan bank memperpanjang distribusi pengiriman uang,
yang pada gilirannya menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan biaya tambahan untuk
perantara.
3) Perlindungan hukum
Perlindungan hukum para pihak terbatas pada niat baik para pihak (yang
tercermin dalam kontrak sewa). Jika Anda menganggap leasing tidak sama dengan
sektor perbankan, kurangnya peraturan hukum membuat kita kurang bergantung pada

keadilan dan pada akhirnya membuat leasing tidak dapat diprediksi.**

3% Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing, (Jakarta Timur: Ghalia Indah, 1990), h. 26
3" Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, h. 29-30
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4) Proses eksekusi sulit

Hal ini dikarenakan tidak ada tata cara khusus dalam melakukan persewaan
barang, sehingga prosesnya berlangsung di pengadilan atau melalui jalur hukum
dengan cara biasa. Sebaliknya, jika Anda pergi ke pengadilan, itu jelas membutuhkan
banyak biaya dan uang

Prosedurnya memakan waktu lama sehingga membuang-buang waktu yang
menimbulkan risiko bagi perusahaan. Selain itu, selama terjadi sengketa, pihak
penyewa tetap menggunakan status (quo) barang modal tersebut, yang pada
gilirannya menyebabkan penurunan nilai ekonomi.

3. Teori Pinjaman

Pinjaman (‘ariyah) berasal dari kata at-ta'wur yang terdiri dari penggantian
pemakaian sesuatu oleh orang lain. Bagi ,,ariyah secara terminologi berarti izin untuk
menggunakan suatu benda (oleh pemiliknya kepada orang lain) dengan tetap menjaga
keutuhan benda tersebut.*

Para ulama berpendapat bahwa 'ariyah adalah hak atas suatu benda yang
diterima dari orang lain tanpa imbalan asalkan benda itu utuh dan pada suatu saat
dikembalikan kepada pemiliknya. Ada dua versi dari definisi ini, Hanafiah dan
Malikiyah versi pertama mendefinisikan, ariyah dengan “tamlik al-mamfaat”
(kepemilikan bunga). Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa hasil dari barang
yang dipinjam itu adalah milik si peminjam untuk dipinjamkan orang itu kepada
orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah

dengan "ibahah al intifa" (kemampuan menikmati). Dari pengertian yang kedua dapat

32 Ahmad Sarwat, Figh Jual-beli, (Jakarta Selatan: Setiabudi, 2018), h.30.
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dipahami bahwa barang yang dipinjamkan hanya dapat digunakan oleh peminjam,
tetapi tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain.*

Ada interpretasi lain dari pinjaman, yaitu pengalihan hak yang dijamin, yaitu
saya mengeluarkan uang dari properti saya dan pihak lain menyatakan bahwa dia
akan menjamin keutuhan barang jika itu dalam bentuk komoditas dan akan
mempertahankan nilainya jika dalam bentuk nilai. Hal-hal yang mirip, artinya mereka

mirip, seperti uang, dan lain-lain.

Bagi pemilik usaha kecil, usaha patungan simpan pinjam juga merupakan
sumber modal. Meski jumlahnya tidak besar, kegiatan simpan pinjam ini sangat
membantu. Kegiatan simpan pinjam dapat dipahami sebagai pendidikan, dapat
disebut pendidikan individu melalui kegiatan sosial (kerjasama manusia ke manusia),

bagaimana manusia dapat saling bekerjasama.

Baik dan cara mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama-sama. Dalam
kegiatan simpan pinjam ini bukan kegiatan meminjamkan artinya seseorang hanya
boleh meminjam, tetapi kegiatan yang dapat mendorong anggota untuk menabung.
Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus berdampak pada kesejahteraan
anggotanya, bukan hanya pada sikap pinjam meminjam.

a. Jenis-jenis pinjaman dan fadlilahnya

Ada dua jenis pinjaman, pinjaman konsumen dan pinjaman produksi, kata para

peneliti. Pinjaman konsumsi adalah peminjam yang menggunakannya untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan pinjaman produksi adalah pinjaman di

33 Frans Wiryanto Jomo, Membangun Masyarakat, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),
h. 167
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mana seseorang tidak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi
untuk modal perusahaannya, dia menginvestasikannya dan mengembangkannya.

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumen menjadi tiga kategori:

1) Penjaminan Orang Lemah

Mereka tidak memiliki siapa-siapa (yang dapat menafkahi mereka), bahkan jika
mereka memiliki kebutuhan yang mendesak, seperti karena sakit. Mereka
membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (amilin).

Mereka tidak miskin sama sekali, mereka memiliki kemampuan untuk
membayar hutang di masa depan. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhannya, namun pada kenyataannya mereka tidak memiliki
kemampuan tersebut.

3) Orang yang meliki hutang

Kondisi mereka lebih baik dari dua kelompok di atas. Misalnya, orang yang
memiliki hutang kepada orang lain. la meminjam agar cepat melunasinya, tidak perlu
meminjam untuk menutupi nafkahnya.

Memberi pinjaman kepada yang membutuhkan adalah kebajikan yang mulia
dan terpuji, karena itu berarti membantu orang lain dalam kesulitan mereka. Islam

mengajarkan prinsip gotong royong dalam kebaikan.

4. Teori Hutang Piutang
a. Pengertian hutang piutang
Hutang piutang merupakan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, dan

pokok perjanjiannya biasanya berupa uang. Pihak yang satu adalah pihak yang
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meminjamkan, dan pihak yang lain meminjam uang dan mengharapkan uang yang
dipinjam itu dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam
akad.**

Menurut bahasanya, hutang (al-gardu) adalah pengurang, namun menurut
syariat artinya memberikan uang kepada orang yang dapat mengambil manfaat
kemudian meminta pengembalian uang artinya. Dalam literatur hukum kasus,
Qardh diklasifikasikan bukan sebagai transaksi komersial, tetapi sebagai kontrak
Tathaww'i atau kontrak gotong royong.®

Secara linguistik, Wahabah al-Zuhairi mengartikan kartu sebagai
“pengurangan”, atau harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan.
%®Al-Khald diresepkan dalam Islam karena manfaatnya. Orang-orang kaya dapat
membantu mereka yang membutuhkan, sehingga meringankan kesulitan orang
lainnya.*’

Utang juga diartikan sebagaikewajiban baik dalam sistem perbankan maupun
diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain. Ada
banyak aspek dalam kerjasama dan hubungan, dan jual beli adalah salah satunya.

Padahal, aspek ini memegang peranan yang sangat penting  dalam
meningkatkan kesejahteraan manusia. Keseluruhan orang tersebut mengalami
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bekerjasama dengan orang
lain.Selain itu, pinjaman Qardh adalah pemberian dana atau hak yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan perjanjian atau pengaturan antara peminjam atau pemberi

34 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

3> |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia
Indonesia, 2012), 178.

3% Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers 2016), 168.

37 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 232
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pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu pelunasan waktu tertentu.*®
Dalam akad Qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada
debitur (muktarid) dengan syarat debitur melunasi pinjamannya dalam jumlah yang
sama pada waktu yang disepakati .
b. Rukun dan Syarat Hutang Piutang
Akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti ikatan, ikatan, sambungan,
sambungan (ar-rabt). Menurut Jumhur Ulama, pengertian akad adalah suatu
hubungan persetujuan dan kabul, yang dibenarkan oleh syariat dan mempunyai akibat
hukum bagi subjeknya. Penerapan Konvensi Cardo tentu saja melibatkan harmonisasi
dan kondisi yang sesuai dengan Syariah. Menurut Jumhur Ulama, Rukun Qard terdiri
dari tiga orang. yaitu dua orang yang membuat akad (mukrid atau pemberi hutang,
mugtarid atau orang yang berhutang), dan kard (yang meminjam). dan Sigat ljab dan
Kabul. Selain rukun, Qardh juga mempunyai syarat sebagai berikut:*
1. Dua pihak yang berakad yakni orang yang berutang (mugtaridh) dan orang
yang memberikan pinjaman (mugridh), disyaratkan:
e Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap
bertindak hukum.
e Mugtaridh, adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan
untuk melakukan akad tabarru® . artinya harta yang diutang adalah

miliknya sendiri.

38 Anggota IKAPI, Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ull
Press, 2004), 121.

3% Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group,
2014), 342

“0 Harun, Figh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 32.
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Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan merupakan mal musliyat yakni harta yang dpat ditakar
(makilat), harta yang dapat ditimbang(mauzunat), harta yang diukur
(za“riyat), harta yang dapat dihitung (addiyat). Ini merupakan pendapat
ulama Hanafiyah.

Setiap harta yang dapat dijual beli salam, baik itu jenis harta makilat,
mauzunat, za“riyat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah,
Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa)
ini merupkan pendapat mayoritas fugoha.

Al-Qabdh atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali
dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada tabarru®. Akad
tabarru™ tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (al-gabdh).

Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi mugtaridh (orang yang
mengutangkan).

Utang itu menjadi tanggung jawab mugtaridh (orang yang berutang). Artinya
orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang
sama.

Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal
mutagawwimin)

Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

. Sighat ijab dan gabul
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ljab merupakan tawaran salah satu pihak dan Qabul merupakan respon positif
terhadap tawaran mitra.** Perjanjian Cardo dinyatakan sah dengan persetujuan dan
Kabul dinyatakan dalam bentuk pengucapan Cardo dengan arti yang sama.
C. Tinjauan Konseptual
1. PT Clipan Finance Indonesia PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”)
pertama kali didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation
berdasarkan Akta No. 47 pada 15 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Kartini
Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam tonggak sejarah berikutnya, tepatnya
pada 17 Mei 1990, Perseroan melakukan perubahan nama dari semula PT
Clipan Leasing Corporation menjadi PT Clipan Finance Indonesia yang mana
perubahan tersebut mengacu pada Akta No. 56 tanggal 17 Mei 1990 dan telah
disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.
C2.3418.HT.01.04.th 90 tanggal 5 Juli 1990. Dalam rangka memperkuat posisi
Perseroan di industri pembiayaan nasional, maka pada 27 Agustus 1990
Perseroan resmi melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta
(BEJ) yang kini bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Atas aksi korporasi
tersebut, Perseroan tercatat sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang go
public di Indonesia. Seiring perubahan status Perseroan menjadi perusahaan
terbuka, Perseroan kembali berganti nama menjadi PT Clipan Finance
Indonesia Thk, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
No. 147 tanggal 30 Agustus 1996 juncto Akta Perubahan Terhadap Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 190 tanggal 23 Januari 1997

“ Muhammad Syarif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana
Prenada
Media Group, 2012), 245
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yang mana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Singgih Susilo, SH, Notaris
di Jakarta.*?

leasing dalam kitab fikih, istilah kedudukan belum ada pencocokan kata yang
tepat. Itu tidak ada di dalam Al-qur’an jelas tentang bisnis persewaan, dan
sebagainya juga dalam Al-Hadits Nabi Muhammad SAW serta dalam ijma.
Sistem yang cocok untuk validasi formulir bisnis sewa adalah sistem ijarah.
Sistem ijarah disebut ijarah (financial leasing) dan ijarah muntahiya bit tamlik
(operating lease). Sewa awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877.
Aktivitas sewa diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974
berasal dari kata penjaminan berarti sewa. Sementara itu, dalam ekonomi
Islam, istilahnya terkait dengan sewa adalah ljarah (al ijarah) yang berasal
dari kata al ajru yang berarti al iwadhu (menggantikan).** Komar Andasasmita
mendefinisikan sewa itu ini adalah akad yang dalam membuat perjanjian
berdasarkan suatu hubungan tertentu antara masa kontrak dan jangka waktu
penggunaan (ekonomis) barang yang menjadi subyek kontrak dan telah
menyepakati suatu pihak (lessor) tanpa melepaskan haknya harta bendanya
secara hukum wajib melepaskan haknya barang preferensi untuk pihak lain
(penyewa) sementara itu penyewa berkewajiban mengganti kerugian
menikmati objek tersebut tanpa bermaksud untuk memilikinya (harta
hukum).** Sewa properti adalah kontrak dimana lessor menyediakan barang
(properti) dengan hak pakai kepada penyewa dengan imbalan pembayaran

sewa untuk jangka waktu tertentu.

“Z https: //www.muf.co.id/bit.ly/FAQCapRegBMRI
“3 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Ekonosia,Yogyakarta, 2002), hlm 113
“4 Sri Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Salemba, Jakarta, 2001), him 221



30

3. Konsep Kredit menurut undang-undang perbankan No.10
1998 adalah bahwa pasokan uang atau tagihan dapat berasimilasi
dengan ini, atas dasar perjanjian pinjaman atau  perjanjian
antara bank dengan pihak lain yang meminta peminjam untuk melunasinya
utang setelah waktu tertentu dengan bunga.* Dalam lembaga keuangan Islam,
kredit disebut keuangan, pengertian sponsorship adalah penyediaan uang atau
faktur dapat diidentifikasi dengan itu, atas dasar persetujuan atau perjanjian
pinjaman antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain
mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

D. Kerangka Pikir
Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan, maka calon peneliti membuat
suatu bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar dari judul yang telah

diajukan

4> Kasmir, Mnajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Edisi Revisi-11, h. 82
“ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2010), h. 590
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada pedoman
penulisan Karya Tulis llmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh 1AIN
Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi penelitian lainnya. Metode
penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan,
Teknik pengumpulan data dan analisis data.
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian “Tinjauan Fiqith Muamalah Terhadap Sistem
Penjaminan Pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang
Parepare” menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
suatu penelitian konstektual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan
disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data
yang pada umumnya bersifat kualitatif.*’

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dipilih karena belum
banyak yang menggunakan pendekatan ini terlebih dengan tema atau masalah yang
diteliti. Selain itu, fenomenologi juga menjelaskan sifat fenomena,sehingga mampu
memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan
keaadaan yang sebenarnya. Fenomenologi berfokus pada bagaimana orang
mengalami fenomena tertentu,artinya orang mengalami sesuatu bukan karena
pengalaman akan tetapi melalui fenomena yang terjadi pada kehidupannya. Peneliti

ingin menggambarkan jelas objek yang diteliti tentang objek penelitian melalui

4 Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ( Makalah dan Skripsi)”, Edisi
Revisi (Parepare:STAIN parepare, 2013), h. 34
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fenomena yang dialami para informan terkait. Fenomena yang digambarkan
memberikan kesan naturalistik, sesuai dengan defenisi fenomenologi.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan
penjelasan, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan
sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih
dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis atau penelitian terhadap kenyataan
sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan
(Field Research) merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam
tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang
terorganisir dengan baik dan lengkap. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (Case Study) yang
merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi
kehidupan nyata, beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui
pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber
informasi atau sumber informasi majemuk (pengamatan, wawancara, bahan
audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan).*® Penulis dapat merasakan apa
yang dialami danjuga dapat mempelajari kelompok-kelompok serta pengalaman-
pengalaman yang belum pernah diketahui sebelumnya, seperti melakukan studi

lapangan yang berhadapan langsung dengan narasumber.

“ John W. Cresswell, Penelitian Kualitaif & Desain Riset, (Yokyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013),H 235
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang
Parepare
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu 30 hari. Dimana dalam waktu ini
peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung dari hasil penelitian.Penelitian ini
meggunakan metode penelitian studi lapangan (Field Research), yaitu penelitiaan
yang dilakukan benar-benar terjadi.*
C. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Fighi Muamalah Terhadap Sistem
Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang
Parepare.
D. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana
informasi  kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen
pendukung penelitian.
Adapun sumber data yang peneliti lakukan adalah sumber data primer dan data
sekunder.
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner,

kelompok fokus dan panel, atau bisa juga data hasil wawancara peneliti dengan

4> Aji Damanuri, Metodologi penelitian muamalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),
h.6
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informan. Data yang diperoleh harus diolah kembali. Sumber data menyediakan data
langsung kepengumpul data.*

Sumber data primer dari penelitian ini yaitu wawancara dengan narasumber.
Dimana narasumber yang dimaksud adalah Pimpinan PT. Clipan Finance Indonesia
Cabang Parepare dan pegawai yang PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare
beserta narasumber lainnya yag mampu memberikan informasi yang mendukung
penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu dari dokumentasi, buku-
buku literatur, jurnal, dan artikel yang dapat mendukung data primer peneliti.
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.>

Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pengumpulan dan pengolahan
data ini adalah cara atau metode yang nantinya peneliti akan gunakan untuk
mendapatkan data yang sebenar-benarnya dan sangat berguna terhadap hasil
penelitian yang telah dilakukan.

Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah dasar ilmu yang dapat dilakukan secara

langsung dengan mata, atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai

dengan alat bantu yang canggih.>

>0y, wiratna Sujarwrni, Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2015), h. 31.

>Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 138.
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Sebagai peneliti kualitatif, harus cerdas dalam memilih alat pengumpulan data.
Termasuk pilihan jenis tujuan, sifat data, lokasi, keadaan sosial dan waktu. Kapan
seseorang peneliti melakukan observasi berpartisipasi, non berpartisipasi, atau kapan
mengkombinasikan keduanya. Dapat ditentukan oleh faktor eksternal diri peneliti dan
juga kecerdasan dan faktor internal diri peneliti.>

Observasi yang dilakukan peeliti bertujuan untuk mendeskripsikan Tinjauan
Fighi Muamalah Terhadap Sistem Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT.
Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah suatu interaksi yang dilakukan antara dua
orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, dimana seseorang yang
melakukan wawancara meminta informasi kepada orang yang diteliti yang berputar di
sekitar pendapat dan keyakinannya sendiri.>

Wawancara atau interview adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari responden.

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, sehingga wawancara
tetap berfokus meneliti tentang Tinjauan Fighi Muamalah Terhadap Sistem
Penjaminan pembelian Secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang

Parepare.

2Firdaus Hamta, Metodologi Penelitian Akuntansi (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.
43.

3Suwendra, Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosia, Pendidikan, Kebudayaan
dan Keagamaan (Bali: Nilacakra, 2018), h. 62.

*Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Ed.1 (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2011), h. 50.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sangat berpengaruh dalam
penelitian, dimana dokumentasi dapat memperoleh informasi dari berbagai macam
sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan itu sendiri.

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti tidak hanya mendapatkan informasi
dari informan, namun peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai sumber
diantaranya yaitu data dan catatan yang mendukung penelitian yang dilakukan
penulis.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh
peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga
keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.*®

Adapun uji keabsahan data yang dilakukan peneliti diantaranya yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, yang dimana
membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yangdikatakan

secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.*

*>Muhammad Kamal Zubair and Dkk, Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Parepare
Tahun 2020 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

*Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian
Kualitatif”,(Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56.
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2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan berbagai macam teknik pengungkapan
data yang dilakukan kepada sumber data. Triangulasi teknik adalah mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.”’

G. Teknik Analisis Data
1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi
dan pentransformasian yang terjadi didalam catatan-catatan lapangan tertulis.
Mereduksi data merupakan kegiatan membuat rangkuman, membuat tema-tema,
membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo.*®

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reduksi data ini adalah untuk
menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan. Maka peneliti perlu
menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan dan membuang data
yang tidak ada kaitannya dengan penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Langah kedua setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data
adalah sekumpulan informasi yang tersusun, dimana adanya penarikan kesimpulan
dan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah
bentuk naratif, dan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang

sederhana tanpa mengurangi isinya dan mudah dipahami.*

’Djam’an Satory dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Alfabeta Cv, 2017), h. 171.

® Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Ed.1 (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2011), h. 129-130.

*Firdaus Hamta, Metodologi Penelitian Akuntansi, Ed. 1 (Yogyakarta: Deepublish,
2015), h. 104.
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3. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verifying)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Dimana kesimpulan yang awal masih bersifat sementara dan akan berubah
jika tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat.®

Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sudah dapat menyimpulkan
apa yang ditemukan dilapangan namun harus didukung dengan bukti-bukti yang valid
atau instrumen-instrumen sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang

dapat dipercaya.

%Djam’an satory dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandug :
Alfabeta Cv, 2017), h. 220.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare

PT Clipan Finance Indonesia didirikan sejak 15 Januari 1982 merupakan salah
satu perseroan pembiayaan tertua yang telah dikenal luas di Indonesia dengan produk
layanan pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang,
awal pendiriannya PT. Clipan Finance merupakan perseroan patungan dengan
pemegang saham Credit lyonnais dari Perancis sebagai pemegang saham mayoritas
dan PT Bank Panin Indonesia Tbhk (PANIN BANK). PT. Clipan Finance merupakan
perseroan pembiayaan yang pertama go publik pada tahun 1990.°* Kini pemegang
saham perseroan adalah 51,49% PT. Bank Panin Indonesia dan sisanya dimiiki oleh
investor dan masyarakat luas.

Saat ini total aset perseroan mencapai sebesar Rp. 6.641 Milyar, jumlah piutang
yang dikelola sebesar 6.486 Milyar dan jumlah laba bersih mencapai 3.98 Milyar.
Pencapaian perseroan pada 5 tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang sangat
signifikan jumlah pendapatan, laba bersih dan jumlah asset perseroan masing masing
meningkat sebesar 160%, 98% dan 147%. Kegiatan usaha perseroan lebih difokuskan
pada pembiayaan konsumen otomotif yang telah mencapai 53% dari seluruh kegiatan
usaha perseroan.®? Sampai dengan saat ini perseroan telah memiliki 18 kantor cabang
dan 15 kantor pemasaran yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan

Sulawesi.

®*"http://Clipan.co.id/kontak/kantor-cabang/
®2 http://Clipan.co.id/kontak/kantor-cabang/
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Salah satu anak cabang PT. Clipan Finance Indonesia di Kota Parepare beralamat
di Jalan Bau Massepe No 21 B,Kelurahan Cappa Galung,Kec Bacukiki Barat,
Sulawesi Selatan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pembiayaan sewa guna
usaha (leasing) kepada perusahaan dengan cara menawarkan fasilitas pembelian
melalui sistem pembayaran secara kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan
untuk pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dalam kondisi baru atau bekas.
Pemberian kendaraan baru bekerjasama dengan dealer-dealer atau showroom yang

ada.

strukturan PT Clipan Finance Indonesia

Direktur Utama
Harjanto Tjtchardiojo
Di, Legal & Colleci
Yimmy W | Engelbert Rorong Jahja Anwar
— | ; e .
EVPHC & GA EVP Finance, Accounting, Budget & IT
Donny T.W Hallm Mgatidjan
J
New Car Regional Used Car Regional H cﬂ;“::;f* Human Capitz L operation " Finance & Treasury Internal Aud
General Affair and Accounting, Tax &
New Car Marketing ———— Used Car Marketing | Recovery (Otn) | - hsset Mgmt & etk | — ““”gugggét =
| Tovenkory |
Fleet Corporate Refinancing & | Traini | |
; d Uy | o e Corporate T &M
Marketing & HE Telemarketing Litigation Development | | B
| Marketing Event & |
Referral KPM Promation Legal
Compliance & APU

PPT
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B. Sistem Pelaksanaan Jaminan Jual Beli di PT. Clipan Finance Indonesia

Cabang parepare

1. Penjaminan Pembelian secara Leasing PT. Clipan Finance

PT. Clipan Finance Cabang Parepare dalam kegiatan pembiayaan penjaminan
pinjaman secara Leasing sewa guna usaha telah mendapatkan persetujuan kantor
pusat di Jakarta. Pembuatan perjanjian leasing yang dibuat di kantor Parepare
dibawah pengawasan kantor pusat. Mekanisme pemberian pembiayaan leasing harus
mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, sehingga proses pembuatan
perjanjian dapat dipastikan berjalan secara teratur dan sistematis sampai dengan

ditanda-tangani perjanjian kontrak leasing oleh para pihak.®

Dalam Pasal 1 huruf a SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK.01/1991 tentang
kegiatan sewa guna usaha (leasing) disebutkan bahwa pengertian leasing adalah suatu
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna
usaha dengan hak guna opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu

berdasarkan pembayaran secara berkala.**

Pengertian leasing dalam SK Menkeu tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu
perjanjian leasing terdapat beberapa elemen penting, yaitu:
a. Pembiayaan perusahaan, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang ditujukan untuk

keperluan bisnis suatu perusahaan. Dalam perkembangannya, pembiayaan ini

63 BudiRahmat,Multi FinanceHandbook (LeasinggFactoring,Consumer
Finance)lndonesia Perspektif, h.90
% SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing).
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juga ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan baik untuk keperluan

bisnis atau keperluan lainnya.

b. Penyediaan barang modal, yaitu suatu kegiatan penyediaan barang modal untuk
dipergunakan oleh suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi
keperluannya. Menurut Pasal 1 huruf b SK Menkeu Rl Nomor. 1169/KMK
01/1991, ®yang dimaksud dengan barang modal adalah setiap aktiva tetap yang
berwujud termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap
berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan
kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan
secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar
produksi barang atau jasa oleh lessee.

c. Jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu dalam leasing yang dimulai sejak
diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan berakhirnya perjanjian.
Jangka waktu leasing ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Jangka singkat, minimal 2 (dua) tahun berlaku bagi barang modal golongan I,

2. Jangka menengah, minimal 3 (tiga) tahun yang berlaku bagi barang modal
golongan Il dan IIl,

3. Jangka panjang, minimal 7 (tujuh) tahun berlaku bagi barang Modal golongan
bangunan. Penggolongan barang modal golongan 1,11, dan Il tersebut sesuai
dengan penggolongan dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1983 jo. UU
Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak

Penghasilan.®

YU Nomor 7 Tahun 1983 dan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Pajak Penghasilan.
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4. Pembayaran secara berkala, yaitu jumlah uang yang harus dibayar secara
berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui
bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian
leasing. Adanya hak pilih (opsi), yaitu hak pilih bagi lessee untuk membeli
barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian pada akhir masa
leasing. Adanya nilai sisa (residual value), yaitu nilai barang modal pada akhir
masa leasing yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa

leasing..

Produk-produk yang tersedia pada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang

parepare yang diungkapkan narasumber adalah :

Adapun produk-produk pada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare
yaitu Produk New Car (Pembiayaan Mobil Baru), Produk Uc Car (Pembiayaan
Mobil bekas), Produk multiguna dana (dana modal usaha, pendidikan, dan
kesehatan).®’

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa PT. Clipan
Finance Cabang parepare menyediakan beberapa produk yaitu:

1. Produk New Car ( Pembiayaan Mobil baru)
2. Produk Uc Car ( Pembiayaan Mobil Bekas)
3. Produk Multiguna Dana ( Dana Modal usaha, Pendidikan, dan Kesehatan).

Dalam hal pengajuan pembiayaan sebelum konsumen akhirnya memperoleh
pembiayaan pada prosesnya PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare
.menerapkan beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi konsumen
yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Adapun persyaratan penting

meliputi pernah melakukan pengajuan pembiayaan sebelumnya atau sudah terdaftar

¢” Ridhal. Problem Accoun Officer (PAO). Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.
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sebagai member, dikatakan lolos penilaian kriteria sebagai subjek berdasarkan
ketentuan PT. Clipan Finance indonesia cabang parepare yaitu bersikap jujur,

Tanggung jawab dan beritikad baik.

Sedangkan kriteria subjek hukum yang bisa melakukan pembiayaan adalah
minimal berumur 21 tahun dan atau sudah menikahdan maksimal berumur 60 tahun.
Hal ini sejalan dengan ketentuan kriteria subjek hukum dalam KUH Perdata.®®Akan
tetapi tidak menuntut kemungkinan bagi pihak konsumen yang belum memenuhi
persyaratan pokok sebagai subjek hukum PT. Clipan Finance indonesia cabang

parepare memberikan keluasan pengajuan dengan atas nama wali.

Seperti yang dikemukakan oleh narasumber saudara Ridhal yang menyatakan

bahwa:

Pembiayaan tersebut hanya dapat diberikan dengan persyaratan dilakukan oleh
wali. Sebagaimana pemberian keluasan tersebut sejalan dengan prinsip
perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan barang modal dengan mudah,
aman dan menguntungkan sesuai kebutuhan konsumen.®®

Selain itu konsumen juga diharuskan melengkapi persyaratan umum lainnya
sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber yaitu:

“Syarat untuk kreditur wiraswasta melampirkan KTP, KK, NPWP, PBB, Surat
keterangan usaha dan transaksi keuangan. Syarat untuk karyawan
swasta/TNI/Polri/Guru melampirkan KTP, KK, NPWP, Slip gaji dan PBB.”"

Selanjutnya setelah konsumen memenuhi Kriteria sebagai subjek maka untuk
mekanisme leasing yang dikemukakan oleh narasumber ada beberapa tahap

diantaranya:

Mekanisme leasing itu ada beberapa tahan yang dimana ada tahap

¢8salim,Abdullah dkk, Perancang Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou),
(Jakarta:Sinar Grafika,2018),h.10

® Ridhal. Problem Accoun Officer (PAO). Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.
"°Ridhal. Problem Accoun Officer (PAO). Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.



46

permohonan, pengecekan, audit, penilaian konsumen, permohonan
pembiayaan, Marketing Department Store, Tahap pemesanan barang modal.”

Dari hasil wawancara saudara Ridhal selaku Problem Accoun Officer (PAO)
pada PT. Clipan Finance Indonesia cabang Parepare dapat dijelaskan bahwa
mekanisme Leasing yaitu:

1. Tahap permohonan

Konsumen atau nasabah mendatangi kantor PT. Clipan Finance indonesia
cabang parepare untuk mengisi formulir aplikasi secara lengkap dan sudah
ditandatangani.

2. Tahap pengecekan

Berdasarkan formulir aplikasi dari pemohon marketing departemen lessor
akan melakukan pengecekan kebenaran data yang diterima dari Costumer Service

(CS). Pada tahapan proses pengecekan tersebut dalam PT. Clipan Finance

indonesia cabang parepare dikenal dengan istilah pooling, yaitu memiliki fungsi

memverifikasi data konsumen untuk mencegah terjadinya double order unit
dalam satu cabang yang sama dan switch order barang modal ke toko lain

3. Tahap audit

Setelah penilaian pengecekan hasilnya cukup baik maka setelah data-data
dimasukan pada sistem FIFAPPS selanjutnya tim survey (surveyor) dari PT.

Clipan Finance indonesia cabang parepareyang bertugas melakukan survey

dilapangan membawa data formulir validasi penilaian konsumen dan melakukan

penilaian keadaan lingkungan untuk kebutuhan analisa pembiayaan.
Adanya pemeriksaan lapangan atau kegiatan audit ke calon lesse tujuannya

tidak lain adalah untuk memverifikasi kebenaran data yang diterima oleh lessor

"' Ridhal. Problem Accoun Officer (PAO). Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.
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dengan memastikan keberadaan lesse serta kebutuhan barang modal, terutama
dari harga barang modal, kredibilitas supplier dan layanan purna jual.
4. Tahap penilaian konsumen

Tahap selanjutnya setalah melalui tahapan penilaian konsumen yang memiliki
kapasitas disetujui, tahap selanjutnya tim survey (surveyor)memberikan
keterangan laporan kepada pihak Costumer Service (CS) untuk
menginformasikan kepada calon konsumen bahwa permohonan pembiayaannya
diterima atau ditolak. Beda halnya jika tim survey mendapati penilaian diri calon
konsumen yang tidak sesuai validasi data diri maka tim survey akan
menginformasikan langsung kepada calon konsumen bahwa permohonannya
ditolak.
5. Permohonan pembiyaan

Setelah permohonan pembiayaan disetujui Marketing Departemen pihak
lessor akan membuat costumer profile dan membuat perjanjian kontrak sesuai
Purche Order (PO). Adapunpembuatan Costumer Profile, isinya menggambarkan
tentang nama perusahaan costumer, nama pemilik, alamat, nomor telepon, contact
person, kondisi pembiayaan, jenis, tipe barang modal dan lainnya.
6. Marketing Department Store

Pihak marketing departemen store melakukan pengajuan proposal pada
komite. Mengingatkeputusan komiten merupakan penentu lessor atau lembaga
pembiayaan melakukan pembiayaan. Apabila proposal ditolak maka akan
diberitahu melalui surat penolakan. Pada umumnya proposal terdiri dari tujuan
pemberian fasilitas pembiayaan leasing, struktur fasilitas pembiayaan meliputi

harga barang modal, security deposite, nett pembiayaan bunga, jangka waktu,
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jenis barang, analisis laporan keuangan, rekening koran, kebutuhan modal,
analisis resiko, saran dan kesimpulan.
Berdasarkan surat penawaran yang ditandatangani oleh konsumen pihak
lessor biasanya mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:
a. Perjanjian lease beserta lampirannya
b. Jaminan pribadi jika ada
c. Jaminan perusahaan jika ada
Adapun pengikatan kontrak perjanjian PT. Clipan Finance cabang
Parepareuntuk alat elektronik handphone dilakukan secara bawah tangan dengan
pengikatan jaminan pribadi jika konsumen berbentuk perorangan dan perusahaan jika
berbentuk corporate. Sedangkan bentuk perjanjian yang dipakai adalah berupa
dokumen yang tercetak setelah proses penandatanganan oleh kedua belah pihak.

7. Tahap pemesanan barang modal.

Pada umumnya setelah penandatanganan surat perjanjian oleh kedua belah pihak
selanjutnya lessor akan melakukan pemesanan barang modal kepada supplier
berdasarkan apa yang telah dituangkan dan ditegaskan dalam Confirm Purchase
Order dan bukti pengiriman surat terima barang. Kemudian mengirimkan unit barang
modal kepada pihak lesse berdasarkan Purche Order (PO) serta dokumen bukti serah
terima barang yang sudah ditandatangani oleh pihak lesse.

2. Kegaiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Dilihat dari tehnik bertransaksi antara lessor dan lessee, sewa guna usaha dapat

secara umum dibagi menjadi dua jenis, kedua jenis ini adalah yang umum
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dipergunakan dalam praktek bisnis leasing di Indonesia yaitu finance lease dan
operating lease’
a. Finance lease
Finance Lease sering disebut full pay out lease atau capital lease merupakan
perusahaan leasing hanya bertindak sebagai suatu perusahaan keuangan saja, lessee
yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta
spesifikasi barang tersebut.”® Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan
supplier mengenai harga, sedangkan lessor hanya berkepentingan mengenai
kepemilikan barang tersebut secara hukum, pada akhir masa leasing lessee
mempunyai hak opsi yaitu hak pilih untuk membeli barang yang menjadi obyek
leasing. Dengan demikian, karakteristik dari finance lease adalah:
1. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang
berumur maksimum sama dengan kegunaan ekonomis barang tersebut.
2. Barang modal tetap milik lessor sampai berlakunya opsi
3. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran perbulan meliputi biaya perolehan
barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan lessor.
4. Jangka waktu berlakunya kontrak leasing relative panjang
5. Resiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh
lesse

6. Kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan sepihak oleh lessor

"?Ratnasari Fajariya and others, ‘Jurnal Az Zarqa ’ Zarga ’’, 1 (2019).

> AchmadAnwari,LeasingDilndonesia, (Jakarta:Ghalialndonesia, 1987),h.18-19
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Pada masa akhir kontrak lessee diberi hak opsi untuk mengembalikan atau

membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya.

b. Operating lease

Operating lease disebut juga service lease merupakan jenis sewa guna usaha

dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lessee tanpa

adanya hak opsi diakhir masa kontrak. Setelah barang modal leasing berakhir lessor

akan merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak leasing yang baru dengan

lessee yang lama, atau mencari calon lessee yang baru.”® Dengan demikian

karakteristik operating lease adalah sebagai berikut :

1.

Operating lease biasanya dilakukan oleh pabrikan atau leveransir, karena
biasanya mereka mempunyai keahlian terhadap barang modal tersebut.

Barang modal dalam operating lease biasanya berupa barang yang mudah
terjual kontrak sewa gua usaha berakhir

Besarnya harga sewa lebih kevil dari pada harga ditambah keuntungan yang
diharapkan Lessor

Segala resiko atas barang modal asuransi, pajak, kerusakan pemeliharaan
ditanggung lessor.

Jangka waktu kontrak sewa relative lebih pendek jika dibandingkan dengan
umur ekonomis barang modal.

Kontrak sewa guna usaha dapat dibatalkan sepihak oleh lessee dengan
mengembalikan barang modal kepada lessor.

Pada masa akhir kontrak sewa guna usaha, lessee tidak diberikan hak opsi

sehingga wajib mengembalikan barang modal kepada lessor.

™ Achmad Anwari, Leasing Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1987), h.18-19
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Dalam suatu transaksi leasing antara lessor dan lessee, perjanjian yang dibuat dan
disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia,
seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bagian ¢ SK Menkeu RI Nomor,
1251/KMK.013/1988,serta. Pasal 9 dan 20 SK Menkeu RI
Nomor.1169/KMK.01/1991.” Bentuk perjanjian leasing menurut ketentuan ini
disebut juga dengan standar atau baku, yang biasanya berupa formulir perjanjian yang

telah disiapkan oleh perusahaan leasing.

Bentuk perjanjian tertulis atau standar tersebut di atas tidak ada ketentuan khusus
yang mengatur apakah harus berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan.
Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku dilndonesia, maka bukti
yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik. Perjanjian leasing yang
dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu RI
Nomor.1169/KMK.01/1991,°  minimal ~ harus  berisi ~ atau  memuat

keteranganketerangan rinci mengenai :

a. Jenis transaksi leasing,

b. Nama dan alamat masing-masing pihak,

c. Nama, jenis, tipe dan lokasi pembangunan barang modal,

d. Harga perolehan, nilai pembiayaan pembayaran leasing, angsuran pokok
pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan

asuransi atas barang modal yang di lease,

> SK Menkeu RI Nomor. 1251/KMK.013/1988, transaksi leasing antara lessor dan
lessee

’® Perjanjian leasing yang dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu
RI Nomor.1169/KMK.01/1991
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e. Masa leasing, ketentuan mengenai pengakhiran transaksi leasing yang
dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lesse dalam hal barang
modal yang dilease dengan hak opsi (finance lease) hilang, rusak atau tidak
berfungsi karena sebab apapun,

f. Hak opsi bagi lessee dalam hal finance lease,

g. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan.

Edy P. Soekadi,menuturkan suatu perjanjian leasing yang lengkap paling tidak

memuat hal-hal sebagai berikut:33

1. Subyek perjanjian,
. Obyek perjanjian,
. Jangka waktu lease,
. Imbalan jasa leasing serta cara pembayarannya,

. Hak opsi,

2

3

4

5

6. Kewajiban perpajakan,

7. Penutupan asuransi,

8. Tanggung jawab atas obyek perjanjian finance lease,
9. Akibat kejadian lalai,
10. Akibat rusak atau hilangnya obyek perjanjian,

11.Jaminan.

Secara yuridis leasing adalah suatu bentuk perikatan tak bernama yang muncul
karena adanya perkembangan dibidang ekonomi dan hukum. Bila kita mencari
ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHD, maka tidak akan dijumpai pasal yang

mengatur maupun menyatakan suatu bentuk perikatan yang bernama leasing. Namun
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demikian, karena hukum perikatan kita menganut sistem terbuka, yaitu bahwa setiap
orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun baik yang
diatur oleh undang-undang maupun tidak, maka kehadiran leasing di Indonesia
diterima dengan tangan terbuka. Ketentuan inilah yang kemudian disebut dengan asas
kebebasan berkontrak. Leasing sebagai perusahaan pembiayaan meskipun masih
muda usianya tetapi sudah cukup popular dalam dunia bisnis di Indonesia. Hal ini

disebabkan landasan hukum leasing di Indonesia cukup kuat.
3. Sistem Perjanjian penjaminan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Perjanjian sewa guna usaha (lease agreement) yang dibuat pada umumnya
sudah dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak lessor, sedangkan lessee hanya

menyetujui saja.

Dari hasil wawancara narasumber yang mengatakan bahwa:

“Jaminan yang diterapkan berdasarkan nilai suatu barang yang di ambil
sebagai jaminan seperti BPKB, Sertifikat tanah dan Sertifikat rumah™’’

Perjanjian yang dibuat mengikat pihak-pihak yang membuatnya berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 , isi perjanjian

sewa guna usaha (leasing)”® sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

a. Jenis transaksi sewa guna usaha
b. Nama dan alamat masing-masing pihak
c. Nama,jenis,tipe dan lokasi penggunaan barang modal

d. Masa sewa guna usaha

”7 Ridhal. Problem Accoun Officer (PAO). Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.
® Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 , isi perjanjian
sewa guna usaha (leasing)
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e. Opsi bagi lessee dalam hal transaksi sewa guna usaha

f. Tanggung jawab para pihak atau barang modal yang menjadi objek sewa guna
usaha

g. Harga perolehan,nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran
pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha ,nilai sisa, simpanan
jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di sewa guna
usahakan

h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat
dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal

dengan hak opsi hilang,rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian sewa guna usaha mempunyai beberapa

sifat yaitu:

1. Konsensual yaitu perjanjian yang terjadi apabila para pihak tercapai kata
sepakat dan kata sepakat itu mengenai barang modal dan harganya,maksudnya
perjanjian sewa guna usaha itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat
mengenai jangka waktu kontrak dengan masa barang modal secara ekonomis
dan harganya dibayar secara berkala.

2. Formal yaitu perjanjian yang didapat atas dasar persetujuan para pihak yang
didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis, jadi
dalam perjanjian sewa guna usaha selalu diikuti dengan surat perjanjian yang

dibuat oleh lessor.
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3. Kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa
guna usaha yang dibuat oleh lessor dan lessee secara sah berlaku seperti
undang-undang dan mengikat mereka

4. Azaz kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha dalam hal ini mengadung
hak dan kewajiban lessor dan lessee. Lessor mempunyai kewajiban
menyerahkan barang modal, sedangkan lessee memperoleh hak untuk
memakai barang modal tersebut setelah memenuhi kewajibanya dalam
perjanjian sewa guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat

lessor dan lessee.”®

Proses terjadinya perjanjian penjaminan sewa guna usaha terdiri dari beberapa

rangkaian kegiatan yang meliputi:

a. Negosiasi merupakan langkah awal yang terjadi antara calon lessee dengan
supplier, dimana antara keduanya terjadi proses saling tawar-menawar
mengenai penentuan dan penawaran harga serta barang objek sewa guna
usaha.

b. Konfirmasi (pemberitahuan) merupakan langkah lebih lanjut setelah pihak
lessee dan supplier sepakat mengenai barang objek sewa guna usaha dan
harganya, kemudian calon lessee mengajukan permohonan kepada pihak
lessor untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. Pada tahap
ini calon lessee diharuskan mengisi formulir permohonan yang telah

disediakan oleh pihak lessor

Budi Rahmat, Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer Finance)
Indonesia Perspektif, h. 89
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c. Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan formulir permohonan , kelengkapan
persyaratan, pengamatan secara langsung akan usaha dari calon lessee
tersebut

d. Keputusan,merupakan tahap dimana pihak lessor memberikan penilaian
apakah fasilitas sewa guna usaha dapat diberikan atau tidak kepada calon
lessee.®”

C. Tinjauan fighi Muamalah dalam Sistem Penjaminan di PT. Clipan

Indonesia Cabang parepare.

Pada kegiatan pembiayaan pinjaman atau leasing resiko merupakan suatu
perbuatan pokok yang bersumber dari perjanjian yang timbul akibat terjadinya
peristiwa diluar kesalahan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian. Sebuah
kesalahan semestinya sudah menjadi tanggungjawab debitur ketika kesalahan tersebut
disebabkan ingkar janji yang telah diperbuatnya. Akan tetapi lainhalnya apabila
kesalahan yang terjadi diluar perbuatan debitur yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya maka dalam keadaan ini pertanggungjawaban tidak berlaku bagi debitur.
Resiko yang dimaksud disini biasanya terkait dengan resiko personal dan keadaan.
Resiko personal biasanya muncul ketika nasabah tidak mampu menjalankan amanah
dari lembaga pembiayaan dari hasil perjanjian dan hal ini akan berdampak dengan
pembiayaan bermasalah. Sedangkanterkait resiko keadaan biasanya muncul atas
bukan kehendak atau diluar perkiraan atau dapat dikatakan dalam keadaan fource
majeure.

Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang terlahir dari perjanjian

tersebut maka dalam perjanjian ini diperlukan pengamanan untuk menjaga

®Budi Rahmat, Multi Finance Handbook (Leasingg Factoring, Consumer
Finance)lndonesia Perspektif, h. 89-90
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kepentingan dana yang telah diterima oleh lembaga pembiayaan dari masyarakat,
tentunya dengan menggunakan prinsip- prinsip ketahanan yang ditekankan undang-
undang perbankan. Oleh karenanya dari sektor hukum sudah mengatur ketentuannya
sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukum jaminan. Bahwa untuk keperluan
pemberian fasilitas pembiayaan diperlukan bentuk pengamanan dengan menggunakan

sebuah jaminan.

Peristiwa ini mengarah pada penentuan resiko yang ditetapkan oleh PT.
Clipan Finance Indonesia pada pembiayaan penjaminan pinjaman mengenai
persoalan resiko sudah ditetapkan dalam perjanjian leasing. Adapun langkah yang
diambil perusahaan menangani resiko menggunakan jaminan berbentuk perorangan
atau dikenal dengan jaminan personal guarantee® Jaminan ini dalam konsep Islam
dikenal dengan istilah kafalah atau dlaman yang memiliki arti tanggung

menanggung.

Diartikan tanggung menanggung maksudnya menggabungkan dua dzimmah
atau dua tanggungan pihak kafiil (sebagai penjamin) dengan pihak madiin (selaku
pihak yang dijamin atau yang memiliki tanggungan) atas suatu hak didalam
penagihan atau penuntutan jiwa atau kafalah bin nafsi (jika penuntutannya berupa
perorangan), Ad-Dain (jika penuntutan berupa harta yang berbentuk hutang) dan Al-
a“in (jika penuntutan berupa, harta benda yang berwujud konkrit kebalikan dari Ad-
dain). Dalam hal ini kafiil atau pihak ketiga adalah (selaku pihak penjamin) yang

menanggungsuatuhakyangdibebankankepadaal-Madiin(pihakyangdijaminkan)  oleh

8 Budi Rahmat,Multi Finance Handbook (LeasinggFactoring,ConsumerFinance)
Indonesia Perspektif, h. 92
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Daa"in (pihak yang memberikan piutang atau yang memiliki hak atau makfuul

lahu)®

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kafalah merupakan jaminan
dari penjamin (pihak ketiga) terhadap pihak kedua atas pemenuhan prestasi dari
perjanjian pihak pertama dengan pihak kedua baik berupa jaminan berupa harta
benda maupun perseorangan atau diri atau pemberian jaminan yang diberikan oleh
kafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban prestasi kepada pihak kedua
(tertanggung)

Sedangkan pada penerapan penjaminan yang diketahui penulis oleh PT.
Clipan Finance dalam pembiayaan Penjaminan Pinjaman berupa Leasing di PT.
Clipan Finance mengenai pihak ketiga dalam jaminan personal guarantee atau dalam
hal ini kafalah bin nafsi yang digunakan berbeda dengan penggunaan konsep kafalah
bin nafsi yang ada.®® Hal ini diketahui dari penjelasan Bapak Bagus bahwa yang
menjadi personalguarantor atau pihakketiga (kafiil)selakupenjaminadalah pihak yang
melakukan pembiayaan sendiri (al-Madiin). Meskipun penerapan jaminan yang
digunakan pada pembiayaan elektronik handphonemisalnyaberbeda dengan konsep
jaminan yang dimaksud akan tetapi tidak menutup kemungkinan jaminan yang
diterapkan masih termasuk kategori jaminan yang diperbolehkan dalam Islam.
Penggunaan jaminan ini dibenarkan adanyadenganbeberapapenjelasandalamAl-
qurean,Hadist dan pendapat ulama yang menunjukan kebolehan menggunakan

jaminan yang dimaksud dalam Al-Qur’an Al-Bagarah ayat -283 sebagai berikut :

8 RiniFtama Kartika,Jaminan Dalam PembiayaanSyariah, “Jurnal Kordinat”,VolXVNo.2
Oktober 2019, h. 230

8 Rini Ftama Kartika,Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah,“Jurnal
Kordinat” ,VolXVNo.2 Oktober 2019, h. 230-232
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Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan
seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan
tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu
menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya,
sesungguhnya hatlnya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”*.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini secara khusus
ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang.
Selain itu, dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk
menuliskan transaksi utang piutang tersebut. Adapun beberapa makna yang

terkandung pada ayat diatas yakni

1. Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada
bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya
dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan
adanya jaminan.

2. Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk
menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau

jaminan. Tapi jika semua pihak saling mempercayai, atau dalam transaksi tunai yang

#Kementrian Agama sRI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya (Surabaya: HALIM
Publishing & Distributing, 2013).


https://kumparan.com/topic/perjanjian
https://kumparan.com/topic/saksi
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tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau
jaminan asalkan tetap menjaga amanah.

3. Orang yang mengetahui fakta harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam
kebenaran merupakan bentuk ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan kesaksian
akan terancam siksa. Sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar.

4. Tagwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli,
utang piutang, atau mu’amalat lainnya mesti didasari tagwa.

5. Tagwa juga harus amanah dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak
manapun. Allah SWT maha mengetahui segalanya, maka dari itu setiap manusia
harus menampakkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian.

Menurut para ulama juga bersepakat mengenai pemakaian dhaman dalam
praktik muamalah. Adakalanya dalam suatu usaha atau bermuamalah untuk
mendapatkan modal biasanya diperlukan jaminan seseorang sebagai penjamin wujud
kepercayaan ketika bermuamalah.

Adapun dalam ayat lain dijelaskan, sebagaimana dalam Al-Quran Suray Yusuf ayat 66

sebagai berikut :

/ﬂnf"’. _ ‘/}J‘ T oo Nno 2 °f~‘~&//'ac} 3oy - 89T ~ °.¢.:(§gi~/ ¢ e ﬁhn,.ni"f;:‘i/ o .¥% °}3” I3
jS )s.ﬂ.mhgﬂ‘ﬁ\.s.a@_s:a ‘ady )J\LAMS?L\A,.\A\Y}.‘G_&\MM@HM@ gl g j.\.LtMS&A@.SM )\_\ma)

(1 as
Terjemahnya :

Dia (Ya‘qub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama
kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa
kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu
dikepung (oleh musuh).” Setelah mereka memberikan janji kepadanya,
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dia (Ya‘qub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang Kita
ucapkan.”®

Adanya pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat ulama berkenaan
dengan menggunakan akad ljarah Muntahiyah bittamlik yang menyatakan bahwa
dalam melakukan suatu transaksi para pihak diperkenankan diberi keluaan kebebasan

menentukan persyaratan dan akad selama tidak melanggar ketentuan dalam syara.

Bahwa adanya inovasi melakukan muamalah diperbolehkan adanya karena
pada dasarnya semua bentuk muamalah pada prinsipnya boleh selama tidak ada dalil
yang mengaharamkannya. Termasuk dalam kategori transaksi ini berdasarkan
penjelasan diatas maka dapat disimpulkan untuk penggunaan jaminan kafalah
terhadap jiwa seseorang yang memiliki tanggungan hak (kafalah bin nafsi) sah
penerapannya termasuk didalamnya kafalah bil fi“li (yaitu jaminan dengan
menghadirkan atau menyerahkan orang yang memiliki tanggungan hak karena hal ini
merupakan tanggungan kafiil ).¥ Begitu juga dengan penjelasan undang- undang
perbankan dalam membolehkan adanya bentuk inovasi transaksi muamalah, selama
persyaratan dan rukun memenuhi konteks koridor Islam dan sesuai prinsip syariah

maka dalam hal ini transaksi diperbolehkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber yang mengatakan bahwa:

“Pada tahap penilaian konsumen oleh PT. Clipan Finance saat melakukan
pengajuan pembiayaan bentuk dari penjaminan ini sebenarnya sudah
diterapkan”

‘**Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya (Surabaya: HALIM
Publishing & Distributing, 2013).
8 Wahbah Dzuhaily, Al-Figh al- Islamiwa Adillatuhu, terj.Agus Afandi, h. 38
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Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan lebih dari penggunaan
jaminan yang diterapkan serta sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang
akan diberikan. Sehingga ketika calon konsumen mengajukan pembiayaan dengan
tidak itikad baik surveyor dapat melakukan pembatalan pada permohonan
pembiayaan. Meskipun pada dasarnya pihak lesse sendirilah  selaku
penjamin.Mengenai bentuk jaminan yang dipakai. Hal ini dilakukan karena
pemberian pembiayaan yang diberikan relatif pendek sehingga perusahaan
beranggapan nasabah atau konsumen mampu membayarnya sesuai jumlah
pembiayaan yang diminta. Jikalau ketika nantinya nasabah atau konsumen tidak
mampu membayarnya secara lunas atau dalam pembiayaan bermasalah terjadi resiko
tentunya sudah dipertimbangkan perusahaan sebelumnya. Oleh karenanya untuk
mencegah dan meminimalisir terjadinya resiko tersebut pihak perusahaan (PT. Clipan
Finance Indonesia cabang Parepare) telah mengambil langkah-langkah preventif

sebelumnya.

Namun mengenai transaparasi dalam akad perjanjiannya diperlukan adanya
khususnya tentang kebijakan pembiayaan oleh nasabah atau konsumen yang
melakukukan pembayaran tidak tepat waktu dan mengenai pembayaran jumlah sisa
atas pelanggaran yang diperbuat dengan jaminan yang digunakan. Pentingnya adanya
transaparasi pembiayaan pada perjanjian dilakukan tidak lain agar nasabah atau
konsumen mengetahui benar dan memahami resiko dari pembiayaan sehingga antara

satu dengan yanglainnya tidak merasa dirugikan.

Terkait penyampaian kebijakan yang dibuat perusahaan (PT. Clipan Finance

Indonesia Cabang Parepare ) kepada nasabah atau konsumen menurut saudara Heri
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Susanto sebenarnya sudah dilakukan.®” Akan tetapi terkadang nasabah atau konsumen
kurang terlalu memperhatikan dan kurangnya memahami kebijakan tersebut. Adanya
kendala yang ditemukan dilapangan seperti wanprestasi yang dilakukan nasabah atau
konsumen perusahaan telah melakukannya dengan berbagai upaya mengatasi keadaan

tersebut.

8 Ridhal. Problem Accoun Officer (PAO). Wawancara pada tanggal 02 januari 2024.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian data dan teori tentang sistem penjaminan yang diterapkan pada
PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare dalam transaksi pembiayaan
pembelian pinjaman secara Leasing di Multiguna dapat disimpulkan sebagai berikut
diantaranya:

PT Clipan Finance Indonesia merupakan pembiayaan dana tunai yang diberikan
untuk pemenuhan kebutuhan produktif bagi para pelaku Usaha Mikro Kredit
Menengah (UMKM), dan kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan BPKB
misalnya jika terkait dengan kendaraan. Fasilitas pembiayaan yang diberikan PT
Clipan Finance indonesia memiliki suku bungan tetap dan jangka waktu kredit mulai
dari 1 hingga 4 tahun.

Adapun beberapa keunggulan dari clipan finance indonesia jika dalam transaksi
antara leasing dengan leassor memenuhi syarat , misalnya dalam pembiayaan mobil
maka keunggulannya sebagai berikut :

e Keamanan BPKB Anda terjamin

e Syarat pengajuan mudah dan proses persetujuan kredit relatif singkat

e Suku bunga yang kompetitif dan pilihan jangka waktu pembiayaan hingga 4

tahun

e KPM Panin

64
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KPM paninadalah Kredit Pemilikan Mobil yang dikhususkan untuk
nasabah Bank panin baik perorangan maupun perusahaan dengan beragam
program leasing yang menarik untuk mewujudkan mobil impian anda. Proses cepat,
persyaratan mudah dan tingkat suku bunga bersaing

Selanjutnya tentang tinjauan figih muamalah pada pembiayaan sewa guna usaha
leasing pada pt clipan finance indonesia yakni :

Bentuk jaminan yang diterapkan oleh PT Clipan Finance Indonesia Cabang
Parepare berupa jaminan perorangan atau Personal Guarantee dalam dunia bisnis
dan Kafalah Binnafsi dalam Islam (figih muamalah) adalah merupakan bentuk dari
jaminan diri atau jiwa oleh pihak ketiga selaku penjamin dari pemilik hak
tanggungan. Tetapi dari praktiknya jaminan Personal Guarantee dengan Kafalah
binnafsi berbeda, dari subjek hukum yang menjadi pihak penjamin, dimana subjek
hukum yang dipakai adalah pihak nasabah atau konsumen sendiri bukan pihak
ketiga. Meski demikian bentuk jaminan yang diterapkan perusahaan tergolong
bentuk penjaminan yang diperbolehkan. Hal tersebut diperkuat diperkuat dengan
adanya beberapa pendapat ulama dan dalil dalam Al-Quran dan Hadist
membolehkan penggunaan jaminan tersebut.

A. Saran

Berkaitan dengan penerapan penggunaan penjaminan dalam pembiayaan
pembelian pinjaman secara Leasing di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang
Parepare yang dipaparkan, peneliti memiliki beberapa saran untuk meminimalisir

permasalahan dan kendala yang dialami diantaranya sebagai berikut :


https://capitalfinancia.co.id/sektor/pembiayaan/
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1. Bagi Perusahaan

a. Perlunya dilakukan pembaharuan terhadap sistem penjaminan yang
diterapkan apabila tetap menggunakan penjaminan Personal Gurantee
alangkah baiknya PT Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare
memahami terlebih dahulu bentuk dari jaminan Personal Guarantee
terkait pihak ketiga sebagai penjamin.

b. Pada tahap proses pengajuan pembiayaan penulis juga menyarankan untuk
meminimalisir terjadinya permasalahan terhadap pembiayaan pembelian
Leasing di PT. Clipan Finance cabang Pareapare seperti pelanggaran
perjanjian  oleh konsumen, disamping untuk memperkuat dari
pembiayaan. unit produk, perusahaan dapat mengunakan bentuk jaminan
lain sebagai bentuk jaminan tambahan atau jika tetap menggunakan
jaminan yang diterapkan bagi nasabah yang sudah terdaftar sebagai
member kemudian hendak melakukan pembiayaan produk Apabila
sebelumnya konsumen atau nasabah melakukan pembiayaan sepeda motor.
Di Multiguna ASTRA dengan jaminan fidusia. Maka untuk mensiasatinya
perusahaan dapat menggunakan jaminan tersebut sebagai bentuk jaminan
dari pembiaayaan selanjutnya. Meskipun pada hakikatnya bentuk jaminan
dari setiap pembiayaan akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek

penelitian yang berbeda, dengan bentuk variabel yang bervariasi serta



menggunakan beberapa sampel lebih untuk keperluan akurasi data.
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PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA CABANG
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare didirikana ?
Apa saja produk-produk Pt. Clipan Finance Indonesia Cabang Parepare ?
Bagaimana sistem pembiayaan yang diterapkan ?

Sudah berapa lama anda menabung di Bank Syariah ?

o M~ w0

Bagaimana prosedur melakukan pembiayaan di PT. Clipan Finance Indonesia
Cabang Parepare ?

Apa saja bentuk persyaratan yang harus disiapkan ?

Bagaimana bentuk jaminan yang diterakpan ?

Bagaimana tindakan perusahaan untuk menjamin pembiayaan yang dikeluarkan ?

© o N o

Permasalahan apakah yang sering terjadi selama proses pembiayaan ?

10. Bagaimana cara perusahaan menimalisisr kendala tersebut ?



Setelah mencermati instrument dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa
sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi

kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 Januari 2024

Mengetahui,
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping
(Dr. Zainal Said, M.H.) (Dr. H. Suarning, M.Ag.)
NIP. 19781101 200912 1003 NIP.19680205 200312 1 001
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Informasi Pembayaran Angsuran

‘mau bayar angsuran CLIPAN?

Dokumentasi gambar bersama pegawa PT. Clipan Finance Indonesia ADH ( ADMIN
DIRECTION HEAD) HASTRIANA

Dokumentasi gambar bersama pegawa PT. Clipan Finance Indonesia PAO (
PROBLEM ACCOUNT OFFICER) RIDHAL
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Dokumentasi gambar bersama pegawa PT. Clipan Finance Indonesia ADH ( ADMIN
DIRECTION HEAD) HASTRIANA

Dokumentasi gambar bersama pegawa PT. Clipan Finance Indonesia PAO (
PROBLEM ACCOUNT OFFICER) RIDHAL
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DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PEGAWAI PT CLIPAN FINANCE
INDONESIA CABANG PAREPARE
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